
 

  



 

A. Pengantar 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) merupakan 

undang-undang yang dibentuk melalui metode omnibus. Undang-Undang a quo berusaha 

merubah berbagai undang-undang dari 11 klaster. Pembentukan UU Cipta Kerja dengan 

menggunakan metode omnibus telah menimbulkan ketidakjelasan apakah UU Cipta Kerja 

merupakan UU baru, UU pencabutan atau UU perubahan. Hal ini bertentangan dengan teknik 

pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah diatur dalam UU P3. Dalam UU Cipta 

Kerja, ketentuan mengenai pencabutan UU secara utuh tidak dirumuskan sesuai dengan 

sistematika yang telah diatur dalam Lampiran UU 12/2011. Dirumuskannya asas-asas dan 

tujuan dalam UU Cipta Kerja yang dimaksudkan untuk dijabarkan dalam sejumlah Undang-

Undang yang dilakukan perubahan berpotensi menimbulkan ketidakpastian atas asas-asas dan 

tujuan manakah yang akhirnya harus diberlakukan. Hal tersebut dikarenakan  masih 

diberlakukannya asas-asas dan tujuan dari UU yang lama. Hal ini pun bertentangan dengan 

Pasal 5 huruf UU nomor 12 Tahun 2011 yaitu asas kejelasan rumusan. 

Selain itu, terdapat berbagai persoalan lain dalam proses legislasi UU Cipta Kerja sehingga 

menuai berbagai penolakan dari masyarakat berkaitan dengan aspek formil dan materiil UU a 

quo. Oleh karena itu, MK kemudian mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

91/PUU-XVIII/2020 yang pada intinya mengabulkan sebagian permohonan para pemohon atas 

uji formil yang dilakukan. Majelis Hakim Konstitusi menegaskan bahwa UU Cipta Kerja cacat 

secara formil sehingga UU a quo  inkonstitusionalitas bersyarat sehingga harus dilakukan 

perbaikan. Putusan MK a quo kemudian menjadi pedoman bagi DPR untuk mengesahkan 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur 

mengenai ketentuan formil dan materiil pembentukan undang-undang. Oleh karena itu, perlu 

dipastikan lebih lanjut bahwa proses legislasi perbaikan UU Cipta Kerja dilakukan berdasarkan 

Putusan MK a quo dan UU a quo. 

 

B. Pembahasan 

a. Implementasi asas keterbukaan 

Menelisik substansial pokok mengenai asas keterbukaan di dalam perumusan Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang memberikan 



 

penjelasan Pasal 5 huruf g UU a quo yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, 

pembahasan, pengesahan, atau penetapan, dan pengundangan, termasuk pemantauan dan 

peninjauan memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak 

langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan 

dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan secara lisan dan/atau 

tertulis dengan cara daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan).1 Secara aksiologis, 

asas keterbukaan mewajibkan pembentuk undang-undang untuk terbuka atau transparan 

sehingga proses pembentukan peraturan perundang-undangan dapat disaksikan publik. 

Relevansi tersebut apabila dikontekstualisasikan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan 

terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 memberikan interest issue tidak hadirnya instumen asas keterbukaan di dalam 

pembentukan UU Ciptaker secara formil.2 Hal tersebut memberikan variabel indikator cacat 

formilnya pembentukan peraturan perundang-undangan yang berdasarkan Pasal 5 huruf g UU 

No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang termaktub di dalam amar 

Putusan MK a quo. Menelisik substansi Putusan MK a quo memberikan penjelasan bahwa 

penyusunan UU Ciptaker tidak merepresentasikan asas keterbukaan (lihat pertimbangan 

hukum Putusan MK a quo angka [3.18.4]) hal tersebut direfleksikan oleh fakta persidangan 

bahwa pembentuk undang-undang tidak memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat 

secara maksimal. Dikutip dari Putusan MK a quo ketika diadakan pertemuan dengan berbagai 

kelompok masyarakat, pertemuan tersebut bermaksud membahas naskah akademik dan materi 

perubahan UU a quo, tetapi masyarakat yang terlibat dalam pertemuan tersebut tidak 

mengetahui secara pasti materi perubahan undang-undang dan naskah akademik Hal tersebut 

memberikan stimulus pelanggaran Pasal 96 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan 

Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011. Refleksi tersebut memberikan indikasi aspek formal atau 

prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan tidak bisa dilepaskan dari aspek 

materiil yang menyangkut isi dari suatu peraturan perundang-undangan.3  

 
1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
2Maria Sri Wulani, Mahaarum Kusuma Pertiwi, Yance Arizona, et all. Policy Paper: Putusan MK Terkait UU 

Cipta Kerja. (Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2022) 
3 Ibid 



 

 Implikasi holistik apabila asas keterbukaan tidak diimplementasikan maka akan 

berimplikasi kurang terbangunnya kesadaran masyarakat dalam memahami dan menerapkan 

hukum. Menurut pertimbangan hukum 3.19 Putusan MK a quo menimbang bahwa berdasarkan 

penjelasan pertimbangan hukum yang telah dijabarkan di dalam Putusan MK a quo 

menjelaskan bahwa tata cara pembentukan UU No. 11 Tahun 2020 tidak didasarkan pada cara 

dan metode yang pasti, baku, dan standar, serta sistematika pembentukan undang-undang dan 

bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan maka MK 

berpendapat proses pembentukan UU No. 11 Tahun 2020 tidak memenuhi ketentuan 

berdasarkan UUD 1945 sehingga dinyatakan cacat formil.4 Secara ringkat dan letterlijk 

menurut Putusan MK, sebab-musabab UU Ciptaker dinyatakan cacat formil disebabkan tidak 

sesuai dengan UU P3 karena metode omnibus yang diadopsi dan digunakan dalam membentuk 

UU Ciptaker tidak memenuhi asas keterbukaan.5  

 Konklusi singkat di dalam sub-bab ini, di dalam setiap proses legislasi yang 

menghasilkan produk hukum peraturan perundang-undangan harus bersandar dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan secara eksplisit memuat prinsip, kaidah, asas, dan 

aturan mengatur proses perancangan, perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, 

atau penetapan, dan pengundangan sebagaimana yang diatur di dalam perumusan Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.6 Secara tersurat, urgensi 

substansial asas keterbukaan merupakan cara hukum untuk mengomunikasikan suatu nilai-

nilai yang tertutup di dalam masyarakat melalui kaidah-kaidahnya, sehingga warga masyarakat 

dapat memahami, menghayati, dan kemudian mematuhinya.7  

 

b. Implementasi partisipasi publik 

Pada dasarnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, 

mengamanatkan partisipasi masyarakat yang bermakna dalam pembentukan peraturan 

perundang-undangan. Hal yang demikian, timbul sebagai akibat dari minimnya partisipasi 

masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 

Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi menyatakan dalam putusannya bahwa partisipasi 

 
4 Ibid 
5 Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020  
6 perumusan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
7 Dirman Nurjaman. “Penerapan Asas Keterbukaan Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Omnibus Law”. 

(Jurnal UIN SGD, Vol 2, No. 2, 2021).  



 

masyarakat dapat dinyatakan bermakna apabila memenuhi tiga syarat. Adapun, syarat tersebut 

antara lain, terpenuhinya hak masyarakat untuk didengar, dipertimbangkan pendapatnya, dan 

mendapatkan penjelasan dari pemangku kebijakan terkait atas pendapat yang telah 

disampaikan. Lebih lanjut, ketiga syarat tersebut, setidaknya harus diselenggarakan dalam tiga 

tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, antara lain pengajuan rancangan Undang-

Undang; pembahasan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan presiden, serta 

pembahasan bersama antara DPR, Presiden, dan DPD sepanjang terkait dengan Pasal 22D ayat 

(1) dan ayat (2) UUD 1945; dan persetujuan bersama antara DPR dan presiden. 

Meninjau pada praktik pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja serta merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, 

maka pembentukan Undang-Undang a quo, belum memenuhi partisipasi bermakna 

sebagaimana yang dimaksud oleh Mahkamah Konstiusi. Apabila hendak ditinjau secara lebih 

luas berdasarkan indeks partisipasi publik yang telah disusun oleh World Justice Project, 

walaupun indeks partisipasi publik di Indonesia pada tahun 2018 hingga tahun 2020 mengalami 

peningkatan dan berada di atas rata-rata negara lainnya, 8namun meninjau bahwa minimnya 

partisipasi publik masih terjadi, maka hal tersebut tentu harus menjadi perhatian bagi 

pemangku kebijakan terkait. 

Berdasarkan uraian terkait lemahnya partisipasi publik, teratama dalam pembentukan 

Undang-Undang Cipta Kerja, maka pemangku kebijakan terkait telah berupaya untuk 

memberikan optimalisasi melalui pengaturan partisipasi publik yang telah diatur secara rinci 

dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Dalam Undang-Undang a quo, telah diatur 

bahwa masyarakat dapat menyampaikan masukan, baik secara tertulis maupun lisan dalam 

setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Undang-Undnag a quo 

juga telah menjamin partisipasi publik melalui publikasi naskah akademik yang dapat diakses 

dengan mudah. Lebih lanjut, bentuk kegiatan konsultasi publik juga telah dijabarkan dengan 

rigid melalui Undang-Undang a quo. 

Dengan demikian, pembentukan peraturan perundang-undangan, wajib untuk 

memperhatikan ketentuan terkait partisipasi publik, mengingat berdasarkan Putusan 

Mahkamah Konstitusi a quo, partisipasi publik memiliki banyak tujuan antara lain, 

meningkatkan kepercayaan masyarakat; memberikan legitimasi terhadap keputusan atau 

kebijakan yang diterapkan; serta membentuk lembaga legislatif yang representatif dan inklusif. 

 
8 World Justice Project, “Civic Participation”, https://govdata360.worldbank.org/indicators/h7de3eda8, diakses 

pada tanggal 24 Agustus 2022. 

https://govdata360.worldbank.org/indicators/h7de3eda8


 

Adapun, hal tersebut pada dasarnya bermuara pada penyelenggaraan kedaulatan rakyat melalui 

penjaminan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.  

 

c. Pembentukan peraturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja 

Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, tanggal 25 November 2021, pada Amar 

Putusannya butir ke-7 menyatakan: 

“Menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis 

dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana 

baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)” 

Putusan MK a quo telah secara jelas memerintahkan untuk menangguhkan segala 

Tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak boleh menerbitkan 

peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UUCK sampai dilakukannya perbaikan 

terhadap UUCK.9 Namun, pemerintah tidak menunjukkan komitmen dan iktikad baiknya untuk 

mematuhi Putusan MK tersebut. Hal itu tercermin dari Tindakan pemerintah sebagai berikut: 

1. Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam 

Negeri Nomor 68 Tahun 2021 tertanggal 21 Desember 2021 yang menginstruksikan 

kepada Gubernur dan Bupati/Wali kota seluruh Indonesia untuk tetap memedomani dan 

melaksanakan UUCK beserta peraturan pelaksanaannya.10 

2. Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2021 tentang Struktur 

dan Penyelenggaraan Badan Bank Tanah yang ditetapkan dan diundangkan pada 

tanggal 27 Desember 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2021 tentang 

Modal Badan Bank Tanah yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 30 Desember 

2021. Padahal, seluruh ketentuan dalam 10 (sepuluh) kluster UUCK dan peraturan 

pelaksananya termasuk bank tanah merupakan kebijakan yang bersifat strategis 

berdasarkan Pasal 4 UUCK. Putusan MK juga menyebutkan bahwa bank tanah adalah 

contoh dari salah satu kebijakan yang bersifat strategis. 

 
9 Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 butir ke-3 dan ke-4. 
10 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 91/PUU-XVIII/2020 atas Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 



 

Beberapa tindakan pemerintah tersebut jelas tidak mencerminkan kesediaan pemerintah 

untuk mematuhi dan melaksanakan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Oleh karena itu, 

komitmen dan kepatuhan pemerintah untuk mematuhi Putusan MK Nomor 91/PUU-

XVIII/2020 patut untuk dipertanyakan. Berdasar tulisan di atas, maka DEMA Justicia memiliki 

sikap antara lain: 

1. Menuntut pembentuk UU Cipta Kerja untuk menjunjung tinggi asas keterbukaan dalam 

setiap tahapan pembentukan dan perancangan peraturan perundang-undangan terkait; 

2. Mendesak pembentuk UU Cipta Kerja untuk membuka ruang diskusi dengan 

meaningful participation kepada masyarakat guna memaksimalkan partisipasi 

masyarakat dalam proses perancangan legislasi;  

3. Mendesak pembentuk UU Cipta Kerja untuk memberikan aksesibilitas dan transparansi 

kepada masyarakat dalam perbaikan peraturan perundang-undangan terkait;  

4. Mendesak pemerintah untuk tidak menerbitkan peraturan pelaksana sebagai aturan 

turunan UU Cipta Kerja; dan 

5. Mendesak pembentuk UU Cipta Kerja untuk mematuhi amanat Putusan MK Nomor 

91/PUU-XVIII/2020. 

 

 

 

 


